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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
1. Apa yang  engkau tabur itu yang akan engkau tuai, taburlah kebaikan   
maka engkau akan memperoleh kebahagiaan. 
2. Kerja keras terbayar di masa depan. Kemalasan terbayar sekarang. 
3. Dibalik setiap rasa sakit, Tuhan pasti telah mempersiapkan hadiah 
terindah. Untuk itu, berpikirlah positif atas  apapun yang kamu alami. 
4. Tuhan membenci orang yang gampang menyerah. 
5. Ditengah kesulitan terletak peluang. 
6. Hidup tidak hanya mencari pengetahuan, tetapi perlu melakukan 
tindakan. 
7. Jangan menunda sampai besok ada yang dinikmati hari ini. 
8. Hati-hatilah dalam berkata, perasaan bisa terluka. Lidahmu begitu 
dekat dengan otakmu, jangan biarkan mulutmu mengabaikan 
pikiranmu. 
9. Kamu tidak akan temukan keadilan, jika slalu membandingkan 
masalahmu dengan masalah orang lain. 
10. Jangan bandingkan masalahmu dengan orang lain. Masalahmu selalu 
lebih besar. Bandingkan dengan Tuhan. Tuhan selalu lebig besar. 
11. Kendalikan perasaanmu, sebelum perasaanmu mengendalikanmu. 
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Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak 
yang membuatnya. Artinya perjanjian tersebut berlaku dan mengikat para pihak 
secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian merupakan landasan utama yang 
berfungsi sebagai pedoman atau pegangan di dalam memenuhi prestasi serta 
penyelesaian sengketabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Salah satu 
perjanjian kerjasama dapat dilihat antara Toko Harapan Sentosa dan Toko 
Marsudin Sagala.Permasalahan yang menjadi obyek utama dalam penelitian ini 
adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama dan kendala yang dihadapi 
dalam proses pengembangan usaha yang dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan 
Toko Marsudin Sagalamengenai barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang 
Kabupaten Mukomuko serta mengetahui apakah kendala yang dihadapi oleh Toko 
Marsudin Sagala dalam mengembangkan usaha bisnis yang dilaksanakan 
sekarang. Dalam penelitian ini digunakan metode empiris dengan menggunakan 
data primer dan data sekunderyang kemudian dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif.Perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan 
Toko Marsudin Sagala bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-
masing pihak dan tanggung jawab mereka apabila terdapat cacat tersembunyiatau 
wanprestasi. Dari hasil pembahasan dapat di simpulan bahwa dalam membuat 
suatu kontrak perjanjian, hendaknya para pihak lebih teliti dalam merumuskan isi 
perjanjian serta maksud dan tujuannya. 
 












Agreements made legally validas the law of the parties who made it. This means 
that the agreement is valid and legally binding on the parties. For businesses, the 
agreementis a major foundation that serves as a guide or handle in meeting 
achievement and dispute resolution in the event of a dispute in the future. One of 
the cooperation agreement can be seen between the store Marsudin Sagala and the 
store Harapan Sentosa. The problems became the main object of this research is 
on the implementation of cooperation agreements and the obstacles encountered 
in the process of development effort under taken. The purpose of this study was to 
determine the cooperation agreement between the store Marsudin Sagala and the 
store Harapan Sentosa about the glass ware in Lubuk Pinang sub-district, district 
Mukomuko, whether the constraints faced by the parties in developing a business 
venture under taken now. This study use empirical method using primary data and 
secondary data were then analyzed using a qualitative approach. Cooperation 
agreement between the store Marsudin Sagala and the store Harapan Sentosa aim 
for regulated rights and obligations of each party and their responsibilities if there 
are hidden defects or “wansprestasi”. From the results of the discussion can make 
a conclusion that the contract should be more careful in making the agreement as 
well a sits aims and objectives. 







A. Latar Belakang 
Dewasa ini, perkembangan dunia usaha berjalan dengan sangat cepat 
dan dinamis. Banyak pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya 
membutuhkan kerjasamadari pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk 
mengembangkan potensi usaha. Kerjasama antar pelaku usaha ini biasanya 
didasarkan atas dasar kepercayaan sebagai landasan utama untuk membina 
hubungan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Melakukan 
suatu hubungan bisnis saat ini tidaklah cukup dengan hanya bermodalkan 
kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan suatu bukti yang rill 
dalam melaksanakan suatu hubungan bisnis. Perjanjian secara tertulis 
merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha 
dalam melakukan suatu kerjasama.  
Seringkali dalam membuat suatu perjanjian bisnis, para pelaku usaha 
membutuhkan suatu hal yang efektif dan efisien, sehingga muncullah 
berbagai praktik perjanjian baru yang berkembang di masyarakat saat ini. 
Jika dilihat, hukum perdata tidak mengatur secara khusus tentang jenis-jenis 
perjanjian. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwahukum perdata 




dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau 
suatu ketidaksamaan tujuan diantara kedua belah pihak. Perumusan 
hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali 
dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi antara 
kedua belah pihak berupa menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan. 
Bagian ini membicarakan tentang hak dan kewajiban yang timbul 
berdasarkan perjanjian untuk saling mempertemukan suatu yang 




Pada mulanya pihak Toko Marsudin Sagala ingin berbisnis barang 
pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Hal ini 
terjadi karena banyaknya permintaan barang pecah belah di daerah tersebut. 
akan tetapi, pihak pembeli tidak memiliki modal yang cukup untuk berbisnis 
barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. 
Sehingga timbullah keinginan dari pihak Toko Marsudin Sagalauntuk kerja 
sama dalam berbisnis barang pecah belah dengan Toko Harapan Sentosa. 
Sebagaimana yang dikehendaki pihak Toko Marsudin Sagala, bahwa 
karena keterbatasan modal dalam berbisnis maka pembeli menghendaki 
diberikan modal terlebih dahulu. supaya dengan diberikan modal diharapkan 
dapat menjalankan bisnis barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, 
Kabupaten Mukumuko. Pada waktu mulai pertama kali menjalankan bisnis 
barang pecah belah, tahun 1995 pihak Toko Marsudin Sagala diberimodal 
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu barang pecah belah tersebut 
dibawa ke Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko  kemudian 
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dijual secara langsung dan diedarkan kepada konsumen hingga laris dan 
habis. Ketika barang pecah belah tersebut habis maka,  pembeli mengambil 
barang tersebut lagi ke Toko Harapan Sentosa Kota Bengkulu. 
Pada waktu yang bersamaan disitulah dilakukan pembayaran utang 
dengan Toko Harapan Sentosa. Kemudian diberikan lagi modal dalam 
bentuk  barang pecah belah untuk dibawa pulang ke Kecamatan Lubuk 
Pinang, Kabupaten Mukomuko. Sampai disana barang tersebut dijual dan 
diedarkan dengan baik kepada konsumen hingga barang tersebut habis 
dijual semua. 
Banyaknya permintaan barang pecah belah di Kecamatan Lubuk 
Pinang, Kabupaten Mukomuko yang pada awal mulai berbisnis barang 
pecah belah diberikan modal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta 
rupiah)kemudian untuk pengambilan barang yang selanjutnya 
dapatdirasakan pihak Toko Marsudin Sagala bahwa  banyaknya minat 
konsumen membeli barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, 
Kabupaten Mukomuko, maka dari itu pihak Toko Marsudin Sagala 
menyampaikan kepada pihak Toko Harapan Sentosa bahwa permintaan 
barang pecah belah masih banyak yang berminat di daerah tersebut. 
Kemudian pihak Toko Harapan Sentosa menyadari akan  semua 
keluhan yang telah disampaikan oleh pihak Toko Marsudin Sagala tersebut 
oleh sebab itu, pihak Toko Harapan Sentosa dapat menambah modal 
tersebutlebih besar lagi dengan cara menambah jumlah barang pecah belah 
sesuai dengan keterangan yang disampaikan pihak Toko Marsudin 
  
 
Sagala.Seiring dengan berjalannya waktu bahwa dalam pemberian modal 
oleh Toko Harapan Sentosa kepada pihak Toko Marsudin Sagalasemakin 
bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena besarnya permintaan 
barang pecah belah di daerah tersebut. 
Selama ini barang pecah belah yang diperoleh oleh pihak Toko 
Marsudin Sagala tidak dibayar tunai secara langsung kepada pihak Toko 
Harapan Sentosa. Tetapi pihak Toko Harapan Sentosa dan pihak Toko 
Marsudin Sagala sebelum melakukan hubungan bisnis,  mereka melakukan 
perjanjian terlebih dahulu dimana para pihak membuat kontrak perjanjian 
dalam bentuk surat dan memakai asas  “kejujuran dan kepatuhan dalam 
melaksanakan perjanjian”.Asas kejujuran dan kepatuhan adalah dua hal 
yang amat penting dalam soal pelaksanaan persetujuan. 
Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai 
gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya 
dengan semua buah perbuatan manusia, maka gambaran ini tidak ada yang 
sempurna. Kalau orang mulai melaksanakan persetujuan itu, timbullah 
bermacam-macam persoalan yang pada waktu persetujuan terbentuk, sama 
sekali tidak atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan 
kedua belah pihak. Disinilah letak kejujuran dan kepatutan, yang dikejar 
dalam melaksanakan persetujuan. 
Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara 
umum menentukan, bahwa segala persetujuan harus dilaksanakan secara 
jujur,sedang menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum 
  
 
Perdatasuatu perjanjian tidak hanya untuk mengikat dengan hal-hal yang 
dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang 
menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang. Lebih jelas lagi dikatakan dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata hal-hal menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, 




Lebih lanjut, ketika pihak kedua diwawancarai oleh  peneliti bahwa 
selama menjalankan bisnis barang pecah belah mulai tahun 1995-2006 
berjalan dengan baik salah satu pembeli adalah Marsudin Sagala. Pihak 
Toko Marsudin Sagala mengatakan bahwa “pada waktu mulai berbisnis 
barang pecah belah pihak Marsudin Sagalapembeli ini mengambil barang 
pecah belah di Toko Harapan Sentosa, dan  diberikan modal Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) kemudian seiring dengan perputaran waktu dan  
bertambahnya permintaan konsumen di Kecamatan Lubuk Pinang, 
Kabupaten Mukomuko maka, pihak Toko Marsudin Sagala pun minta 
ditambah modal. 
Pada waktu mulai berbisnis Tahun 1995 diberikan modal Rp. 
2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian ditambah terus hingga terakhir 
berkisar lebih kurang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)/bulan sampai 
sekarang, dalam artian pihak kedua diberi modal sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) setiap bulan dan setelah itu pembayaran dilakukan 
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secara tunai. Kemudian, boleh memperoleh barang lagi dalam jumlah yang 
sama dan sesuai dengan kebutuhan yang dijalankan pihak kedua. Kalau  kita 
perhatikan dengan bertambahnya modal yang diberikan oleh pihak Toko 
Harapan Sentosa dalam bisnis barang pecah belah kepada pihak kedua yang 
dijalankan selama ini semakin bertambah dan semakin membaik dalam 
berbisnis yang dijalankan.Secara nyata berkembanglah usaha pihak Kedua 
dalam berbisnis barang pecah belah di daerah tersebut. 
Selama menjalankan bisnis dalam kurun waktu tahun 1995 sampai 
dengan 2006 para pihak bisa mengembangkan usahanya dengan baik. 
Terutama dalam hal ini pihak Marsudin Sagala, karena pada saat (tahun 
1995-2006) kebutuhan barang pecah belah masih banyak dibutuhkan para 
konsumen di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. pada saat 
yang bersamaan belum banyak persaingan seperti sekarang ini. Akan tetapi 
dalam kurun tahun 2007 sampai sekarang ini, pihak Marsudin Sagala 
merasa susah dalam mengembangkan usaha bisnis yang dilaksanakan, 
karena banyaknya persaingan yang dihadapi dalam menjalankan usaha 
bisnis ini. Hal ini dapat dirasakan ketika permintaan mulai menurun, seperti 
dijelaskan oleh Budi Untung, bahwa: 
Suatu pengusaha memandang terhadap pesaing telah mengalami 
perubahan. Perubahannya tidak dinilai sebagai musuh yang harus 
dibunuh atau dimatikan. Tetapi mereka dipandang sebagai partner 
atau mitra kerja. Aspek mitra kerja lebih diarahkan pada memadukan 
atau membandingkan masing-masing kunggulan yang dimiliki oleh 
pesaing. Keunggulan yng dimiliki oleh salah satu dapat dijadikan 
tantangan untuk memacu peningkatan keunggulan pengusaha yang 
lain. Demikian seterusnya hubungan yang lebih bersifat berlomba 
secara sehat dan terbuka serta guntlemen memacu pada rancangan 
untuk mengembangkan daya kreativitas masing-masing pengusaha 
  
 
yang berkompetisi. Terhadap pesaing suatu pengusaha dengan metode 
lain dapat melakukan mitra kerja dalam bentuk sinergi, akuisisi atau 
mergerdan lain-lain. Dengan bentuk mitra kerja antar pesaing 
semacam ini gabungan pengusaha ini menjadi kiat kuat dan memiliki 
dan memiliki daya yang berlipat ganda jika dibanding sendiri-sendiri. 
Fokus keunggulan tertentu yang dimiliki oleh sautu  pengusaha jika 
digabung dengan fokos keunggulan yang dimiliki pengusaha lain, 
akan menimbulkan double keunggulan jika diadakan sinergi, merger, 
akuisisi, dan lain-lain. Penggabungan dari aspek ini terlihat pengusaha 
terhadap para pesaing memiliki dimensi positif dan saling 
menguntungkan. Tidak dapat dikembangkan suatu cara pandang atas 
para pesaing untuk saling membunuh atau mematikan. Justru perlu 
dikembangkan suatu metode pengembangan pengaturan bersama 





Pihak Marsudin Sagala  dapat menjalankan modal dengan baik ketika 
dalam kurun waktu tahun 1995-2006. Namun antara tahun 2007 sampai 
sekarang pihak kedua mulai berkurang dalam menjalankan bisnis barang 
pecah belah di daerah tersebut.
4
Hal ini menandakan bahwa pengembangan 
usaha mulai menurun. Apabila dikaitkan dengan isi perjanjian yang dibuat 
para pihak pada Pasal 6 bagian B ayat 2 dikatakan „‟pihak pertama 
mengembangkan usaha pihak kedua dengan cara menyediakan barang pecah 
belah sebaik mungkin” disini sudah nampak suatu kelemahan yang tidak 
sesuai dengan perjanjian, seperti diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro 
sebagai berikut: 
Bagaimanakah halnya dengan unsur kejujuran dalam pelaksanaan 
persetujuan kontrak yang dibuat para pihak? Disinipun kejujuran 
terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi titik berat dari 
kejujuran ini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak dalam hal melaksanakan janji. Dalam melaksanakan tindakan 
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 Budi Untung, Hukum dan Etika Bisnis, C.V Andi Effest, Yogyakarta,  2012, Hlm. 58. 
 
4
 Berdasarkan wawancara  dengan Marsudin Sagala, Pengusaha Bisnis Barang Pecah 




inilah kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia 
saling mengingati , bahwa manusia itu sebagai anggota masyarakat 
harus jauh dari sifat penipuan pihak lain dengan mempergunakan 
secara membabi buta kata-kata yang dipakai pada waktu kedua belah 
pihak membentuk suatu persetujuan. Kedua belah pihak harus selalu 
memperhatikan hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian 
pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi. Kejujuran sebagai syarat 




Hal kepatuhan dalam pelaksanaan persetujuan berbeda dari pada 
kejujuran sekedar kejujuran ini mempunyai unsur subjectief, terletak 
terutama pada keadaan sekitar persetujuan.
6
 Lebih lanjut Wirjono 
Prodjodikoro menjelaskan bahwa: 
Syarat kepatuhan (bilijkhed,redeijkheid) ini sebetulnya berakar pada 
suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk 
mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam 
masyarakat. Dalam suatu tatahukum pada hakekatnya tidak 
diperbolehkan suatu kepentingan seorang dipenuhi seluruhnya dengan 
akibat, bahwa kepentingan orang lain sama sekali didesak atau 
diabaikan. Masyarakat harus merupakan suatu neraca yang berdiri 
tegak dalam keadaan seimbang. Kalau neraca itu mendorong kesuatu 
pihak, maka tidak boleh tidak ada suatu keganjilan dalam masyarakat, 
yang pada suatu waktu tentu kelihatan akibatnya yang jelek bagi 




Bagaimana telitipun orang membuat suatu peraturan hukum pada 
umumnya atau suatu peraturan perjanjian pada khususnya, selalu 
dalam pelaksanaan nampak sedikit keganjilan. Maka dalam 
melaksanakan persetujuan kedua belah pihak harus memperhatikan 
tujuan dari peraturan hukum, supaya ada keseimbangan antara 
berbagai kepentingan yang bersangkutan.Tentunya seperti halnya 
dengan segala barang suatu yang mengandung penghargaan ( 
Waardering), kepatutan ini tidak mungkin mengakibatkan suatu 
penyelesaian peristiwa yang memuaskan setiap orang manusia, 
melainkan selalu bersifat tak mutlak (relatif), yaitu patut dalam pikiran 
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dan perasaan orang-orang yang bertugas menyelesaikan suatu 
peristiwa, seperti Hakim atau Badan Pemerintah sesudah 
memperlihatkan segala faktor-faktor, yang dapat dipakai dalam alam 





Pada aturan tersebut diatas pengembangan usaha bisnis barang pecah 
belah dapat menjadi pengurangan pengembangan usaha bisnis yang 
dilaksanakan oleh para pihak, entah itu disengaja atau tidak disengaja 
kususnnya dari pihak kedua. Maka agar pengembangan usaha bisnis barang 
pecah belah tersebut tidak timbul permasalahan, perlu ada sistem hukum 
bisnis yang digunakan sebagai pedoman dalam mengurusnya. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengadakan penelitian 
dengan judul: Perjanjian Kerjasama Antara Toko Harapan Sentosadan Toko 
Marsudin Sagala Mengenai Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk 
PinangKabupaten Mukomuko. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah perjanjian kerja sama antara Toko Harapan Sentosa dan 
Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah di Kecamatan 
Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko? 
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Toko Marsudin Sagala dalam 
mengembangkan usaha bisnis yang  dilaksanakan sekarang? 





C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara Toko Harapan 
Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah 
kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko 
b. Untuk mengetahui apakah kendala  yang dihadapi para pihak dalam 
mengembangkan usaha bisnis yang dilaksanakan sekarang. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Manfaat teoritis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi sebagai bahan informasi bagi ilmu pengetahuan dibidang 
hukum,khususnya hukum ekonomi,hukum dagang dan hukum 
perjanjian. 
b. Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 
dan bermanfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai bahan bacaan 
khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten 
Mukomuko. Berdasarkan hasil penelitian  ini diharapkan juga dapat 
memberikan masukan kepada lembaga pemerintah untuk berperan 
serta dalam rangka menyumbangkan pemikiran terkait dengan 
wanprestasi dalam pemenuhan perjanjian yang dilakukan oleh para 






D. Kerangka Pemikiran 
1. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
9
 
Adapun asas-asas yang terdapat dalam perjanjian yaitu: asas 
kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas kensensualisme 
dan itikad baik  
2. Pengertian Barang 
Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tak 
berwujud,bergerak maupun tak bergerak, yang dapat diperdagangkan, 
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku 
usaha; segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak.
10
 
3. Pengertian Pecah Belah 
Pecah belah adalah cerai berai, berpisah-pisah (tidak menjadi 
satu lagi dan barang-barang tembiker, seperti piring, cangkir, 




E. Keaslian Penelitian 
Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah 
dilakukan, terdapat kemiripan judul karya ilmiah yaitu: Perjanjian 
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Kerjasama Antara PT. Sarana Bengkulu Ventura ( Kreditur) dengan Debitur 
dalam Peminjaman Modal di Kota Bengkulu, Oleh Devo Scorvianti, NPM 
B1A097043 Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.  
Penulis dengan judul perjanjian kerjasama antara Toko Harapan 
Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah di  
Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Penulis dalam 
permasalahanya fokus kepada bagaimanakah perjanjian kerjasama antara 
Toko Harapan Sentosa dan  Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah 
belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomukodan apakah 
kendala yang dihadapi para pihak dalam pengembangan usaha yang 
dilaksanakan sekarang. Sedangkan peneliti oleh Devo Scorvianti membahas 
mengenai bagaimanakah prosedur perjanjian kerja sama antara PT. Sarana 
Bengkulu Ventura (kreditur) dengan debitur dalam peminjaman modal di 
Kota Bengkulu dan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi kredit macet 
(wansprestasi) oleh pihak peminjam (debitur).  Dengan demikian keaslian 
penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis 
adalah penelitian empiris, yaitu suatu penelitian hukum memenuhi 
tuntutan ilmu pengetahuan modern yang dapat berperan untuk 
mendeskripsi, menjelaskan, mengungkapkan dan memprediksi 
  
 
persoalan-persoalan yang menyangkut dengan “Law Society and Law 
Development”12, menjadi sumber banyaknya bermunculan teori-teori 
sosiologi yang menjadi andalan dalam penelitian atau kajian ilmu 
hukum empiris. Jenis penelitian ini untuk mengkaji bagaimana 
perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko 
Marsudin Sagala mengenai  barang pecah belah di Kecamatan Lubuk 
Pinang, Kabupaten Mukomuko 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif langsung mengarahkan  
pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang 
ada di dalamnya.
13
 Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka 
peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan 
penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif,dimana yang 
dikumpulkan berupa wawancara langsung,tanggapan,informasi 
konsep--konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam 
mengungkapkan masalah. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
penelitian inimenggunakan wawancara 
mendalam.Wawancara/interview mendalam yakni kegiatan 
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wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan 
lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti. 
Wawancara yang baik adalah orang yang diwawancara tidak merasa 
diwawancara sehingga mampu memberikan keterangan luas dan 
dalam.
14
 Pada saat wawancara,peneliti memberikan pertanyaan yang 
telah disusun terlebih dahulu yang berkenaan pengembangan usaha 
bisnis antara penjual dan pembeli  berdasarkan asas perjanjian jual 
beli barang pecah belah di Toko Harapan Sentosa Kota Bengkulu dan 
Toko Marsudin Sagala di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten 
Mukomuko 
Wawancara dilakukan sesuai dengan judul penelitian dan 
rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Kota 
Bengkulu dan di  Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten 
Mukomuko(Toko Harapan Sentosa, dan TokoMarsudin Sagala). 
Tempat ini dipilih karena masing-masing pihak berkedudukan di 
tempat kediaman masing-masing. 
4. Penentuan Informan 
Mengingat data yang diperoleh adalah pelaksanaan perjanjian 
kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala 
mengenai barang pecah belah di kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten 
Mukomuko, Provinsi Bengkulu secara purposive, yaitu ditentukan 
sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan logis dan ilmiah 





seperti karena pengalaman, jabatan, pendidikan, pekerjaan, dan 
sebagainya. 
Dalam penelitian ini pihak yang memberikan informasi terdiri 
dari dua pihak yakni Pimpinan Toko Harapan Sentosa dan Pimpinan 
Toko Marsudin Sagala. 
Pihak dalam penentuan informan yang akan diwawancarai oleh 
penulis, penulis menggunakan metode purposive, yaitu untuk 
menentukan informan yang dipilih secara sengaja dengan 
menggunakan kriteria dan pertimbangan penelitian. Dalam hal ini, 
yang menjadi informan adalah sebagai berikut: 
a. Kelompok informan yang berkaitan dengan jual barang pecah belah 
yaitu Toko Harapan Sentosa, pemilihan informan ini dilandaskan 
oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki ikatan perjanjian 
kontrak dalam menjalankan bisnis jual beli  barang pecah belah 
yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang dibuat. 
b. Kelompok informan yang terdiri atas Toko Marsudin Sagala , yang 
dilandasi suatu pertimbangan bagaimana kesan, pengalaman dan 
pandangan  berkaitan dengan pengembangan usaha bisnis yang 
mereka jalani berdasarkan asas perjanjian jual beli barang pecah 
belah di Toko Harapan Sentosa Kota Bengkulu dan Toko Marsudin 





5. Data dan Sumber Data 
Ada dua data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu 
data primer dan data sekunder. 
a. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan (field research) yang dilakukan dengan cara wawancara. 
Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan pedoman 
pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data 
yang diperlukan. Namun, disini pedoman pertanyannya hanya 
masalah pokok saja, sehingga responden masih mempunyai 
kebebasan dan wawancara tidak menjadi kaku sehingga tidak 
tertutup kemungkinan perluasan materi yang diselaraskan dengan 
keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang 
bertujuan untuk mencari data berupa teori-teori, pendapat-
pendapat, pandangan-pandangan doktrin-doktrin dan asas-asas 
hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang 
diteliti.
15
Untuk itu, semua reformasi yang bersifat umum maupun 
khusus digunakan dalam penelitian kepustakaan. Referensi umum 
adalah seperti ensiklopedia, kamus dan buku-buku teks karya para 
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sarjana. Sedangkan referensi khusus seperti putusan 
pengadilan,jurnal penelitian,laporan hasil penelitian, dan majalah 
ilmiah. 
6. Pengolahan Data 
Pengolahan yang dimaksud setelah data diperoleh baik data 
primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut diolah 
sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi pokok pembahasan dalam 
penelitian ini, yang kemudian data-data tersebut diklasifikasikan hasil 
pada sub bab sesuai dengan kegunaan dalam penulisan,seperti 
pengelompokan hasil wawancara pada sub bab tertentu. 
7. Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode 
analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan 
mendeskripsikan kedalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan 
menggunakan cara berpikir induktif-deduktif atau sebaliknya, cara 
berpikir induktif yaitu menggeneralisasikan data dari sampel 
(informan) sebagai hasil penelitian untuk menggambarkan keadaan 
umum sedangkan cara berpikir deduktif yaitu kerangka berpikir untuk 
menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum. Setelah data 
dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga 
dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk 
skripsi.
16
Dengan cara ini kajian mengenai perjanjian kerjasama  antara 
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Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang 





















A. Tinjauan Tentang  Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya 
Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur 
perihal hubungan hukum yang sama dan tidak bersumber pada 
perjanjian yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan 
melanggar hukum (onrecht matige daad) dari perikatan yang timbul 
dari perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain 
yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming). Adapun yang 
dimaksud perikatan adalah: “ suatu hubungan hukum antara dua orang 
atau dua pihak, berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu berhak 
menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain 
berkewajiban untuk mematuhi tuntutan tersebut.
17
 
Lebih lanjut Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah 
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau 
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari 
peristiwa ini timbul hukum perikatan.
18
 
                                                          
17
 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Llyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba 
Empat, Jakarta, 2011, Hlm. 21. 
 
18





Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad yang dikutip dalam 
buku Dasar-Dasar Hukum Bisnis
19
bahwa perjanjian adalah suatu 
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 
untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 
Menurut pendapat Sudikno Martokusumo yang dikutip dalam 
buku Dasar-Dasar Hukum Bisnis
20“ Perjanjian adalah hubungan 
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 
untuk menimbulkan suatu akibat hukum”, dengan demikian 
kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau 





Pengertian diatas, bahwa perikatan sifatnya selalu ada hak dan 
kewajiban, pihak yang berhak dinamakan pihak yang berpiutang atau 
kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban dinamakan pihak yang 
berhutang atau debitur. 
Dapat dirumuskan bahwa tidak semua perhubungan hukum 
dapat disebut perikatan, tapi hanyalah yang mempunyai akibat hukum, 
artinya apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak itu dijamin 
oleh hukum dan undang-undang. Mengenai sumber perikatan, 
menurut ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
adalah:Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun 
karena undang-undang.Dalam hal perikatan yang lahir karena 
persetujuan menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 












Perdata adalah: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
lain atau lebih. 
Suatu persetujuan dapat dikehendaki oleh kedua belah pihak 
yang membuatnya, maksudnya parapihak sepakat mengenai hak dan 
kewajiban yang perlu diwujudkan, dari persetujuan itu timbul 
hubungan yang dinamakan perikatan. 
Perikatan yang lahir dari undang-undang adalahsuatu perikatan 
yang timbul/lahir/ karena ditentukan dalam undang-undang itu 
sendiri, misalnya alimentasi. Artinya pemberian nafkah dari 
seorang anak kepada orang tuanya yang tidak mampu lagi 
mencari nafkah untuk dirinya. Sedangkan perikatan yang lahir 
dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut hukum, 
maksudnya ialah timbul hak dan kewajiban karena perbuatan 
yang boleh dan sesuai menurut hukum, misalnya 
zaakwaarneming. Yang terdapat dalam (Pasal 1354 Kitab 
Undang-Undang Hukum  Perdata; Pasal 1390 sampai dengan 




Selain dari istilah perikatan  juga terdapat istilah perjanjian. 
Pengertian perjanjian adalah: “ Suatu perbuatan dengan mana satu 
pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih 
”.23 
Dengan begitu lahirlah suatu perjanjian dari suatu peristiwa dua 
orang yang melakukan persetujuan kerja sama untuk 
melaksanakan kemauan bersama-sama masing-masing. Berbeda 
dengan pengertian di atas yang menitikbaratkan berlangsungnya 
suatu perjanjian dari peristiwa hubungan hukum antara satu 
individu atau lebih dengan individu lainnya, maka menurut 
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja perjanjian adalah suatu 
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perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 




Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitap Undang-Undang Hukum 
Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai: “Perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih.” 
Selain dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan 
diatas, maka dapat dilihat pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Huku Perdata yang mengandung kelemahan-
kelemahan sabagai berikut:  
a. Hanya menyangkut sepihak saja; 
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus; 
c. Pengertian perjanjian terlalu luas; 
d. Tanpa menyebut tujuan.  
Berdasarkan kelemahan-kelemahan diatas, selanjutnya 
Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian adalah 
“Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan 
diri untuk melakukan suatu hal dalam hal lapangan harta kekayaan”. 
Secara jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, artinya pihak yang 
satu setuju dan juga pihak yang lainnya setuju untuk melaksanakan 
suatu hal yang ada dalam perjanjian itu, serta yang akan dilaksanakan 
itu terletak dalam lapangan harta kekayaan dan selalu dapat dinilai 
dengan uang. 
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Berdasarkan uraian di atas, dikemukakan perbedaan antara 
perikatan dengan perjanjiansebagai berikut: 
1) Perikatan itu adalah suatu hubungan hukum, sedangkan persetujuan 
atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum; 
2) Definisi persetujuan atau perjanjian ada dalam hukum positif. 
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan 
definisi dari perikatan tidak ada dalam hukum positif tapi terdapat 
dalam ilmu pengetahuan; 
3) Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, artinya hanya bisa 
dibayangkan dalam pemikiran. Sedangkan perjanjian adalah hal 
yang kongkrit atau peristiwa, artinya dapat dilihat dan dibaca. 
 
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 
Dapat dikemukakan bahwa suatu perjanjian mempunyai 
kekuatan hukum apabila perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi 
syarat. Syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut: 
a. adanya kesepakatan ( toesteming) antara kedua belah pihak; 
Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian 
pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak 
lainnya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas dan tegas 
baik dengan mengucapkan kata maupun dengan lisan maupun 
tulisan. 
b. Kecakapan bertindak ;Kecakapan bertindak adalah kecakapan 
atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan 
hukum adalah perbuatan yang menimbulkankan akibat  hukum. 
Orang-orang yang akan mengadakankan perjanjian haruslah 
orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan 
  
 
perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-
undang. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan 
perbuatan hukum: 
a) Anak dibawah umur ( minderjerigheid), 
b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuhan, 
c) Istri (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 
tetapi dalam perkembanganya istri dapat melakukan 
perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA No.3 tahun 
1963. 
c. Adanya objek perjanjian ( onderwerp der overeenskomst) 
Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi 
objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi 
adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang 
menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif 
dan negatif. Prestasi terdiri dari: 
1). Memberikan sesuatu; 
2). Berbuat sesuatu; 
3). Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata) 
d. Adanya causa yang halal (geoorloofde oorzaak)  
Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak 
dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal), di dalam Pasal 
1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan 
hanya causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila 




Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum 
yang berkembang digolongkan: 
1) Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang 
mengadakan perjanjian (unsur subyektif). bahwa syarat 
subyektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam 
keadaan:  
1) Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara pihak  yang 
mengadakan atau melangsungkan perjanjian.  
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2) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.26 
Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subject, yaitu: ke-1 
seorang manusiaatau suatu badan hukum yang mendapat beban 
kewajiban untuk mendapat sesuatu dan ke-2 seorang manusia atau 
suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan 
kewajiban itu.  
Subject yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat 
umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, 
yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak oleh peraturan 
hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan 
hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang 
perempuan berkawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Pasal (108 dan Pasal 109) dan sebagainya. 
2) Unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek 
perjanjian (unsur obyektif). Karena mengenai perjanjian itu 
sendiri sebagai obyek perbuatan hukum yang dilakukan.
27
 
Obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang 
diperlakukan oleh subyek itu berupa suatu hal yang penting dalam 
tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh 
karena itu, obyek dalam hubungan hukum perihal perjanjian adalah: 




Adanya sistem terbuka (open system) pada buku III Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan yang seluas-
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luasnya kepada para pihak yang mengadakan perjanjian, baik 
mengenai isi maupun bentuknya asal saja tidak bertentangan dengan 
yang dilarang oleh undang-undang, kesusilan dan ketertiban umum. 
 Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan yang membuat 
perjanjian ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata  yang berbunyi,bahwa: semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. 
Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adakalanya timbul suatu 
risiko terhadap obyek perjanjian  diluar kesalahan para pihak.  
Di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan 
resicoleer (ajaran tentang risiko). Resicoleer adalah suatu ajaran 
di mana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian 
apabila ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak 




Risiko adalah kemungkinan kehilangan atau kerugian; 
kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan 





3. Unsur-Unsur Perjanjian 
Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut: 
a. Unsur Esensialia 
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam 
perjanjiankarena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur 
esensialia ini maka tidak ada perjanjian. 
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b. Unsur Naturalia 
Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam 
undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak 
dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya 
c. Unsur Accidentalia 
Unsur accidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau 
mengingatPara pihak jika para pihak memperjanjikan
31
 
Menurut pendapat Adil Samadani unsur-unsur perjanjian terdiri dari: 
a) Ada pihak-pihak; 
 Yang dimaksud dengan ada pihak-pihak adalah sedikitnya dua 
orang atau lebih, pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat 
manusia atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk 
melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh 
undang-undang.  
b) Ada persetujuan antara pihak-pihak; 
Persetujuan antara pihak-pihak adalah persetujuan antara pihak-
pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu 
perundingan. 
c) Ada prestasi yang hendak dilaksanakan; 
Prestasi yang hendak dilaksanakan adalah prestasi merupakan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai syarat-syarat 
perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar 
harga barang dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan 
barang. 
 
d) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan; 
Bentuk lisan atau tulisan adalah perlunya bentuk tertentu karena 
ada ketentuan tertentu  dalam undang-undang yang 
menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian 
mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. 
e) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; 
 Syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian adalah dan dari 
syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajuban para 
pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang 
menimbulkan hak dan kewajiban pokok. 
f) Ada tujuan yang hendak dicapai; 
 Hendak dicapai adalah isidari perjanjian itu sendiri dalam 
menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan 
berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan 
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4.  Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian 
Menurut Mariam Darus Budrulzaman,menjelaskan 
bahwahukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang 
merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. 
Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Asas konsensualisme 
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata di dalamnya ditemukan 
istilah“semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap 
orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (wil) 
yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat 
erat hubunganya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. 
b) Asas kepercayaan 
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 
harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak 
bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian 
hari. 
c) Asas kekuatan mengikat 
Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan 
juga  terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh 
kebiasaandan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para 
pihak. 
d) Asas persamaan hak 
Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini 
dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama 
lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.  
e) Asas keseimbangan  
Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan 
melaksanakan perjanjian itu. 
f) Asas moral 
Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu 
perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak 
baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Di 
mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan 
sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban 
                                                          
32




(hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, 
asas ini terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 
g) Asas kepatutan 
Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan 
mengenai isi perjanjian. 
h) Asas kebiasaan 
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu 
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara 
tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan 
yang diikuti. 
i) Asas kepastian hukum 





5.  Pelaksanaan Perjanjian 
Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang 
berjanji kepada seseorang yang lain, atau dimana dua orang saling 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menurut dari macamnya hal 




a. Berjanji untuk memberikan atau menyerahkan sebuah 
barang; 
b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu; 
c. Berjanji untuk tidak berbuat sesuatu. 
 
Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan 
“pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau 
memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh pihak-pihak 
sehingga tercapai tujuan merek. 
                                                          
33
  Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit: Alumni  Bandung, 
Bandung, 1994, Hlm. 42-44. 
 
34
 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Llyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba 
Empat, Jakarta, 2011, Hlm. 27 
  
 
Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya selalu berupa pembayaran 
sejumlah uang, penyerahan suatu benda, pelayanan jasa atau gabungan 
dari perbuatan-perbuatan tersebut. pembayaran sejumlah uang dan 
penyerahan benda dapat terjadi secara serentak dan dapat pula secara 
tidak serentak. Tetapi pelayanan jasa selalu dilakukan lebih dahulu, 
baru kemudian pembayaran sejumlah uang. 
 
6. Wanprestasi, Overmacth, dan Risiko 
1) Wanprestasi 
Sebelum lebih jauh membicarakan wanprestasi ada 
baiknyamengetahui apa itu prestasi. Prestasi adalah pelaksanaan 
dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang 
telah disepakati bersama. Menurut hukum Indonesia model-
model prestasi dari suatu kontrak adalah sebagai berikut: tiap-
tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat 
sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian 
wanprestasi, yang kadang-kadang disebut juga dengan istilah 
“cidera janji”, adalah kebalikan dari pengertian prestasi. Dalam  
bahasa inggris untuk wanprestasi ini sering disebut dengan 
“default” atau “nonfulfillment” yang dimaksudkan adalahtidak 
dilaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana 
mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang disebut 
dalam kontrak yang bersangkutan.
35
 
Sedangkan menurut Salim menyatakan bahwa: tidak 
memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana 
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Overmachtdiartikan juga sebagai keadaan memaksa, yakni 
suatu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak 
terhalang untuk melaksanakan suatu prestasinya karena 
keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat 
dibuatnya kontrak tersebut,keadaan atau peristiwa mana 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, 




Ketentuan tentang Overmacht (keadaan memaksa) dapat 
dlihat dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dua 
pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti 
rugi. Keadaan memaksa ini sebagai suatu pembelaan bagi 
seorang debitur yang dituduh lalai, yang mengandung pula suatu 
beban pembuktian kepada debitur yaitu beban untuk 
membuktikan tentang adanya peristiwa yang dinamakan 
memaksa. 
Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam 
yaitu: 
1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; 
2) Debitur terlambat memenuhi perikatan; 








 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Bakti Bandung, Bandung, 2002, Hlm. 18. 
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Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal pada 
terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak. 
Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu 
istilah hukum dinamakan “keadaan memaksa”.39Dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata)yang mengatur tentang resiko yaitu Pasal 1237 
yang berbunyi: 
Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu 
barang tertentu maka barang-barang itu semenjak perikatan 
dilahirkan, adalah atas tanggungan siberpiutang 
7.  Hapusnya Perjanjian 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1383 telah 
menetapkan beberapa sebab yangmengakibatkan berakhirnya 
perjanjian sebagai berikut: 
a. Pembayaran; 
Adapun yang dimaksud dengan pembayaran adalah 
pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh 
debitur kepada kreditur. 
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan 
atau penitipan(konsinyasi); 
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 Konsinyasi adalah sebuah cara untuk menghapus 
perikatan. Hal ini karena pada saat debitur hendak membayar 
utangnya, pembayarannya ditolak oleh kreditur sehingga 
debitur dapat menitipkan pembayaran  melalui kepaniteraan 
pengadilan negeri setempat. 
c. Novasi (pembaruan utang); 
Novasi adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur 
saat perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu dibuat sebuah 
perikatan yang baru. 
d.  Perjumpaan utang (kompensasi); 
 Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang yang 
sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan  
kreditur. 
e. Pencampuran utang; 
Pencampuran utang adalah pencampuran kedudukan 
antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai 
kreditursehingga menjadi satu. 
f. Pembebasan utang; 
 Pembebasan utang adalah pernyataan sepihak dari 
kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari 
utang. 
g. Musnahnya barang yang terutang; 
  
 
 Musnahnya barang yang terutang diartikan sebagai 
perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang 
tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan 
kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. 
h. Batal atau pembatalan; 
Pembatalan diartikan sebagai pembatalan perjanjian 
yang dapat dimintakan sebagaimana yang sudah diuraikan 
Sebelumnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian. 
i. Berlakunya suatu syarat batal; 
Berlakunya suatu syarat batal diartikan sebagai syarat 
yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan 
membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu 
seolah-olah tidak ada perjanjian. 
 
j. Lewat waktu atau kadaluarsa; 
Kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh hak 
atas sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan 
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8. Teori dalam Hukum Perjanjian 
a. Teori Kepentingan 
Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan 
paham pasar bebas yang dipolopori oleh Adam Smith. Adam 
Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasari pemikiran 
pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar 
pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan Utilitarianisme 
Theory (Teori Kepentingan). Utilitarianisme dalam teoriklasik 
ekonomiLaissez Faire, dianggap saling melengkapi dan sama-
sama menghidupkan pemikiran liberalis.
41
 
Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the 
morals and Legislation”  berpendapat bahwa hukum bertujuan 
untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. 
Menurut Teori Kepentingan, tujuan hukum adalah menjamin 
adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang-orang 
sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi 
perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.
42
Dalam 
                                                          
41
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi 
Para Pihak dalam  Perjanjian  Kredit  Bank di Indonesia, Instutut Bangkir Indonesia (IBI), 
Jakarta, 1993, Hlm. 17. 
 
42
 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, Hlm. 168. 
  
 
hal ini pendapat Bentham dititikbaratkan pada hal-hal yang 
berfaedah dan bersifat umum.
43
 
Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum 
(kaedah hukum), dibuat oleh penguasa Negara, isinya mengikat 
setiap orang dan pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan 
segala paksaan oleh alat-alat Negara. Keistimewaan dari norma 
hukum justru terletak dalam sifatnya yang memaksa, dan 
sanksinya berupa ancaman hukuman.
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Bahwa undang-undang adalah keputusan kehendak dari 
satu pihak; perjanjian,putusan dari dua pihak, dengan kata lain, 
orang terikat pada perjanjian berdasarkan atas kehendaknya 
sendiri, pada undang-undang terlepas dari kehendaknya.
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b. Teori Kedaulatan Hukum  
Krabble mengatakan bahwa: “ aldus moet ook van recht 
de heerscappij gezocht worden in de reactie van het 
rechtsgevoel, en ligt dus het gezag niet buiten mar in den mens”, 
artinya dengan kekuasaan hukum yang harus kami cari dari 
dalam reaksi perasaan hukum; jadi, kekuasaan hukum itu tidak 
terletak diluar manusia tetapi didalam manusia. Hukum 
berdaulat yaitu diatas segala sesuatu, termasuk negara. Oleh 
karena itu menurut Krabbe, negara yang baik adalah negara 
hukum (rechtstaat), tiap tindakan negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada hukum. 
Asas kebebasan berkontrak dalam melakukan suatu 
perjanjian merupakan bentuk dari adanya suatu kedaulatan 
hukum yang dipunyai oleh setiap individu dalam melakukan 
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setiap perbuatan hukum. Setiap individu menurut 
kepentingannya secara otonom berhak untuk melakukan 






c. Teori 3 P 
Teori ini didasarkan kepada pemikiran Scoott J. Burham 
yang mendasarkan dalam penyusunan suatu kontrak haruslah 




1). Predictable, dalam perancangan dan analisa kontrak 
seseorang terdaftar harus dapat meramalkan atau 
melakukan prediksi mengenai kemungkinan-
kemungkinan apa yang akan terjadi yang ada kaitanya 
dengan kontrak yang disusun. 
2). Provider, yaitu siap-siap terhadap kemungkinan yang 
akan terjadi. 
3). Protect of law, perlindungan hukum terhadap kontrak 
yang telah dirancang dan dianalisa sehingga dapat 
melindungi klien atau pelaku bisnis dari 




d. Teori-Teori Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak. 
Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, 
menurut Roscoe Pound,sebagaimana yang dikutip Munir Fuady 
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terdapat berbagai teori kontrak yaitu:
48
 
1)  Teori hasrat  (will theory). Teori hasrat ini 
menekankan kepada pentingnya “hasrat” (will atau 
intend) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran 
dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari 
suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut 
teori ini yang terpenting dari suatu kontrak bukan apa 
yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak 
tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan. 
2)  Teori tawar menawar (bargaining theory). Teori ini 
merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” 
(equivalent theory) dan sangat mendapat tempat 
dalam negara-negara yang menganut sistem common 
law. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu 
kontrak hanya  mengikat sejauh apa yang 
dinegosiasikan ( tawar menawar) dan kemudian 
disetujui oleh para pihak. 
3) Teori sama nilai (equivalent theory). Teori ini 
mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika 
para pihak dalam kontrak tersebut memberikan 
prestasinya yang seimbang atau sama nilai 
(equivalent). 
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4) Teori kepercayaan merugi (injurious reliance theory). 
Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap 
ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah 
menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa 
janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima 
janji tersebut karena kepercayaannya itu akan 
menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana. 
 
e.  Teori-Teori Berdasarkan Formulasi Kontrak.  
Dalam ilmu hukum ada empat teori yang mendasar dalam 
teori formulasi kontrak, yaitu:
49
 
a) Teori kontak defacto. Kontrak de facto (implied in-fact)    
adalah kontrak yang tidak pernah disebut dengan tegas 
tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat 
diterima sebagai kontrak yang sempurna. 
b) Teori kontrak ekpresif. Bahwa setiap kontrak yang 
dinyatakan dengan tegas (ekpresif) oleh para pihak baik 
dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi 
syarat-syarat sahnya kontrak, dianggap sebagai ikatan 
yang semporna bagi para pihak. 
c) Teori promissory estoppel, disebut juga dengan 
detrimental reliance. Adanya persesuaian kehendak 
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diantara pihak jika pihak lawan telah melakukan 
sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak 
lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuksuatu 
ikatan kontrak. 
d) Teori kontrak quasi (pura-pura) disebut juga quasi 
kontract atau implied in low, dalam hal tertentu apabila 
dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat 
dianggap adanya kontrak diantara para pihak dengan 
berbagai konsekuensinnya, sungguhpun dalam 
kenyataan kontrak tersebut tidak pernah ada. 
 
B. Tinjauan Tentang  Barang Pecah Belah 
Berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, di sini penulis akan 
membahas peralatan pecah belah.  Pecah belah adalah cerai berai, berpisah-
pisah (tidak menjadi satu lagi), dan barang-barang tembiker, seperti piring, 
cangkir, mangkok dan  lain-lain. Melengkapi dengan alat-alat barang pecah 
belah lainnya berupa: blender, mixer, kipas angin, kompor gas, oven, panci, 
periuk, kuali,  ember, peralatan dari pelastik dan lain-lain. Jadi barang pecah 
belah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 
rumah tangga. Sedangkan pecah belah menurut kamus lengkap bahasa 
  
 




Barang pecah belah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangga. Artinya dalam setiap rumah tangga tidak bisa terlepas dari 
kebutuhan barang pecah belah. Karena barang pecah belah merupakan 
kebutuhan yang memiliki sistem tertentu dalam mencapai fungsi yang 
hendak dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga. 
Secara etimologis, pecah belah berasal dari kata kanne dan bel yang 
artinya wadah dan pecah belah, tempat yang digunakan untuk minyak. 
Melihat dari pengertian tersebut pengertian barang pecah belah tidak dapat 
diartikan secara khusus oleh pihak tertentu, sehingga dalam kenyataannya 
tidak ditemukan arti secara khusus tentang barang pecah belah tersebut  
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PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TOKO HARAPAN 
SENTOSA DAN TOKO MARSUDIN SAGALA MENGENAI 
BARANG PECAH BELAH DI KECAMATAN LUBUK 
PINANGKABUPATEN MUKOMUKO 
 
A. Bentuk Kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin 
Sagala Mengenai Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk Pinang 
Kabupaten   Mukomuko 
 
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa suatu 
perjanjian adalah timbal balik dimana prestasi dari suatu pihak merupakan 
kontrak prestasi dari pihak lawannya. Terhadap perjanjian kerjasama ini 
seperti perjanjian lain juga adalah bersifat konsensual, itu berarti bahwa 
perjanjian kerjasama lahir secara sah pada saat terjadinya kesepakatan 
antara para pihak mengenai salah satu unsur pokoknya yaitu modal. Dengan 
kesepakatan dimaksudkan bahwa antara para pihak terdapat persesuaian 
kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh suatu pihak di kehendaki oleh 
pihak lainnya. Mengenai bentuk dari perjanjian, oleh undang-undang 
dibedakan antara perjanjian tertulis dan perjanjian secara lisan, hal ini diatur 








Kerjasama  pada hakekatnya mengindikasikan  adanya dua pihak atau 
lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang 
bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama.  Di sini terlihat 
adanya tiga unsur pokok yang selalu melekat pada suatu kerangka 
kerjasama yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur 
tujuan bersama. Jika salah satu dari ketiga unsur itu tidak termuat pada 
suatu obyek yang dikaji, maka dapat dianggap bahwa pada obyek 
tersebut tidak terdapat kerjasama. 
Unsur dua pihak atau lebih biasanya menggambarkan suatu himpunan 
dari kepentingan-kepentingan yang satu  sama lain saling mempengaruhi 
sehingga berinteraksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Jika 
hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinnya kepentingan 
masing-masing pihak (kepentingan bersama), maka hubungan-hubungan 
dimaksud bukanlah suatu kerjasama. 
Terlihat bahwa suatu interaksi, sekalipun bersifat dinamis, tidak selalu 
berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukanuntuk memenuhi 
kepentingan salah satu pihak tetapi merugikan pihak-pihak lain, juga bukan 
suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang 
berinteraksi itu pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.
52
 
Kerjasama juga menuntut adanya keterpaduan, semakin besar derajat 
keterpaduan maka akan semakin besar pula derajat kerjasamanya. Tanpa 
adanya keterpaduan maka  tidak akan ada kerjasama.
53
Berdasarkan 
penelitian penulis, bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak 
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Toko Harapan Sentosa kepada  pihak  Toko Marsudin Sagalasalah satunya 
adalah bentuk kerjasama penyediaan barangpecah belah..  Bentuk 
kerjasamapenyediaan  barang pecah belah dilakukan pihak Toko Harapan 
Sentosa merupakan perwujudan yang diperoleh pihak Toko Marsudin 
Sagala sebagaimana yang diterangkan dalam Bab I di atas.
54
 
Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Toko Harapan Sentosa 
dan Toko Marsudin Sagala merupakan  perwujudan dari bentuk-bentuk 
penyediaan barang pecah belah yang dimiliki oleh pihak Toko Harapan 
Sentosa di Kota Bengkulu. Bentuk-bentuk penyediaan barang pecah belah 
tidak terbatas sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian tertulis yang 
dibuat oleh kedua belah pihak yang  tercantum dalam  Pasal 2 ayat (3) yang 
berbunyi: Jumlah barang pecah belah yang diberikan oleh pihak pertama 
kepada pihak kedua tidak terbatas, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
pihak kedua. 
Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak berarti 
adanya hubungan timbal balik dalam mencapai tujuan yang diinginkan 
bersama. Ini  harus dilandasi prinsip kerja yang  fairdan prinsip kerja yang 
saling menguntungkan dan saling menghidupi untuk  memajukan usaha 
kedua belah pihak.
55
 Dalam melaksanakan kerjasama harus 
dipertimbangkan dan mengukur keberhasilan  dalam  mencapai kemajuan 
suatu usaha  kedua belah pihak dari waktu ke waktu. Dimana berdasarkan 
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wawancara yang dilakukan peneliti bahwa kedua belah pihak sudah  hampir 
dua puluh tahun menjalin hubungan  kerjasama yang baik dalam bisnis 
barang  pecah  belah, disini sudah  nampak bahwa usaha kedua belah pihak 
berkembang dengan baik dibandingkan waktu sebelum melakukan 
kerjasama
56
. Pengaturan dalam pengolahan penjualan bisnis barang pecah 
belah tidak hanya mengatur bagaimana bisnis itu dapat memperoleh 
kemajuan dan kejayaan. Permasalahannya harus dilihat dari apa tujuan yang 
akan dicapai penguasaha bisnis yang bersangkutan. Jadi terkait dengan cara 
dan aplikasi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Secara umum etika 
bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh pengusaha untuk 




B. Isi Perjanjian Kerjasama Antara Toko Harapan Sentosa Dan Toko 
Marsudin Sagala Mengenai Barang Pecah Belah Di Kecamatan Lubuk 
Pinang Kabupaten   Mukomuko 
Adapun isi perjanjian kerjasama tersebut berdasarkan hasil penelitian 
penulis dengan melakukan wawancara pada pimpinan Toko Marsudin 
Sagala di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukumuko adalah 
Perjanjian kerjasama antara pihak Toko Harapan Sentosa dan pihak  Toko 
Marsudin Sagala merupakan kesempatan yang baik khususnya bagi pihak 
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Toko Marsudin Sagala. Uraian singkat perjanjian kerjasama antara Toko 
Harapan Sentosa dan toko Marsudin Sagala adalah Pihak Toko Marsudin 
Sagala mengajukan kerjasama dengan pihak Toko Harapan  Sentosa di Kota 
Bengkulu secara lisan, dimana pada mulanya pihak Toko Marsudin Sagala 
ingin berbisnis barang  pecah  belah di Kecamatan Lubuk Pinang, 
Kabupaten Mukomuko. Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan barang 
pecah belah di daerah tersebut. kemudian timbullah keinginan dari pihak 
Toko Marsudin Sagala untuk membuka kerjasama tidak memiliki modal 
yang cukup untuk berbisnis barang pecah belah di daerah tersebut. sehingga 
timbullah  keinginan dari pihak Toko Marsudin Sagala untuk kerjasama 
dalam berbisnis barang pecah belah dengan pihak Toko Harapan Sentosa.  
Sebagaimana yang dikehendaki pihak Toko Marsudin Sagala, bahwa 
karena keterbatasan modal dalam berbisnis maka pihak Toko Marsudin 
Sagala menghendaki diberikan modal terlebih dahulu dalam bentuk barang 
pecah belah oleh pihak Toko Harapan Sentosa.  
Hal ini terlebih dahulu di harapan bahwa dengan diberikan  modal 
berupa barang pecah belah  pihak Toko Marsudin Sagala dapat menjalankan 
bisnis di daerah Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Pihak 
Toko Harapan Sentosa pun dapat menerima dengan baik semua keterangan 
yang diberikan serta memenuhi permohonan keinginan yang telah 
disampaikan pihak  Toko Marsudin Sagala.  
Pada waktu mulai pertama kali menjalankan bisnis barang pecah belah 
pihak Toko Marsudin Sagala diberikan modal berupa barang pecah 
  
 
belahsebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), setelah itu barang pecah 
belah tersebut dibawa pulang ke Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten 
Mukomuko, hal ini dilalakukan oleh pihak Toko Harapan Sentosasebagai 
percobaan kepada pihak Toko Marsudin Sagala apakah bisa menjual barang 
pecah belah tersebut dengan baik serta  berapa lamajangka waktu yang 
dibutuhkan  pihak Toko Marsudin Sagala dalam menjual barang pecah 
belah  tersebut. Sesampainya barang pecah belah tersebut di Lubuk 
Pinang,Kabupaten Mukomuko dijual secara langsung dan diedarkan 
sebagaimana mestinya. 
Penjualan  barang pecah belah  tersebut membutuhkan waktu lebih 
kurang 1(satu) minggu. Bisnis barang pecah belah didirikan dengan maksud 
meningkatkan kesejahtraan masyarakat konsumen dan masyarakat 
umumnya. Ini merupakan komitmen yang umum berlaku bagi para pelaku 
bisnis. Dari komitmen ini tentunya niatan yang ada pada setiap pelaku bisnis 




Aktivitas bisnis barang pecah belah ke masyarakat merupakan cermin 
dari bisnis yang bersangkutan. Jika yang melakukan kontribusi yang 
menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat memberikan respon 
sama. Kemudian pada waktu menjelang  barang tersebut habis, pihak Toko 
Marsudin Sagala  mengambil barang lagi  ke Toko Harapan Sentosa. 
Pembayaran tunai yang dilakukan terhadap pihak Toko Harapan Sentosa 
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berkaitan dengan pemberian modal  barang pecah belah yang di berikan 
tadi.  
Bentuk percobaan yang lakukan  pihak Toko Harapan Sentosa kepada 
Pihak Toko Marsudin Sagala dalam menjual barang pecah belah sebagai 
pengujian dan mengukur kejujuran sebagaimana yang telah diterangkan 
oleh pihak Toko Marsudin Sagala. Namun dalam percobaan yang diberikan 
tersebut pihak Toko Marsudin Sagala dapat terlaksana dengan baik.  Yang 
menjadi nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha 
bisnis yang dilaksanakan adalah kejujuran. Baik terhadap konsumen, pihak 
Toko Harapan Sentosa, dan pihak lain terkait dengan kegiatan bisnis yang 
dijalankan tersebut. 
Seiring dengan proses bertambahnya kepercayaan dari pihak Toko 
Harapan Sentosa dari waktu-kewaktu terhadap pihak Toko Marsudin Sagala  
bahwabertambahnya  permintaan konsumen pun semakin hari semakin 
meningkat  terhadap barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, 
Kabupaten Mukomuk. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan yang 
pihak Toko Marsudin Sagala, maka pihak Toko Harapan Sentosadapat 
memberikan barang pecah belah tersebut sesuai dengan kebutuhan yang 
diinginkan pihak Toko Marsudin Sagala. 
Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pihak Toko Marsudin 
Sagala bahwa selama perjanjian terhadap barang pecah belah telah 
berlangsung dalam kurun waktu tahun 1995 sampai dengan tahun 2006 
  
 
kebutuhan barang pecah belah masih banyak dibutuhkan para konsumen di 
Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. 
Terkait dengan lancarnya penjualan barang pecah belah tersebut maka 
secara kongrit usaha yang dijalankan para pihak semakin membaik dan 
berkembang. Contoh pada waktu pertama kali pihak Toko Marsudin Sagala 
berbisnis barang pecah belah diberikan modal berupa barang pecah belah 
oleh pihak Toko Harapan Sentosa sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 
seiring dengan bertambahnya permintaan barang pecah balah di daerah 
tersebut, dimana ketika diberi modal dalam bentuk barang pecah belah Rp.  
2.000.000,-(dua juta rupiah) membutuhkan waktu lebih kurang  1 minggu 
dalam peroses penjualan. Akan tetapi kebutuhan barang pecah belah dari 
waktu kewaktu semakin meningkat hingga pihak Toko Harapan Sentosa 
memberi modal dalam bentuk barang pecah belah berkisar Rp. 
100.000.000,-.(seratus juta rupiah) 
Pihak Toko Marsudin Sagala dapat menjual barang tersebut hingga 
menjelang habis membutuhkan waktu 1 (satu) bulan. Setelah menjelang 
habis barang pecah belah tersebut, pihak Toko Marsudin Sagala mangambil 
lagi ke  pihak Toko Harapan Sentosa, Pada waktu yang bersamaan disitulah 
pembayaran dilakukan secara tunai.  
Uraian diatas  terjadi ketika waktu besarnya permintaan terhadap 
barang pecah belah oleh konsumen didaerah tersebut. Namun setelah 
beberapa waktu kemudian permintaan barang pecah belah semakin lama 
samakin berkurang, hal ini terlihat bahwa ketika pihak Toko Marsudin 
  
 
Sagala diberi modal dalam bentuk barang pecah belah oleh toko Harapan 
Sentosa Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) membutuhkan waktu untuk 
menjual 2 bulan. hal ini dirasakan pihak Toko Marsudin Sagala antara tahun 
2006 hingga sekarang.  
Berdasarkan uraian diatas  penulis dapat memberikan gambaranbahwa 
permintaan konsumen terhadap barang pecah belah sudah menurun. tetapi 
ada waktu tertentu barang pecah belah tersebut dibutuhkan oleh para 
konsumen. Ketika menjelang habis barang pecah belah tersebut, pihak Toko 
Marsudin Sagala mengambil barang tersebut lagi ke Toko Harapan Sentosa 
di Kota Bengkulu. Pada saat yang bersamaan pembayaran tunai tersebut 
dilakukan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang modern  maka,  pihak 
Toko Marsudin Sagala melakukan pembayaran melalui transfer lewat  bank 
terdekat dengan mengirim ke  nomor rekening Pihak Toko Harapan Sentosa. 
Begitulah cara pembayaran  dilakukan hingga sekarang ini. 
Kalau kita kaitkan dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah 
pihak disini telah nampak pihak kedua telah melakukan wanprestasi 
terhadap pihak pertama yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). 
Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap kedua belah pihak 
terkait dengan isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak terdapat 
dalam Pasal 5 ayat (2) ketika pihak kedua wanprestasi terhadap pihak 
pertama, maka kedua belah pihak sampai sekarang tidak ada yang 
melakukan penuntutan.  Kedua belah pihak bersikap rasional ketika 
  
 
menghadapi sengketa bisnis karena hal ini dianggap sebagai bagian dari 
resiko bisnis 
Persoalan terpenting bagi kedua belah pihak adalah bagaimana upaya 
para pihak dalam mengantisipasi atau mencegah kemungkinan terjadinya 
sengketa. Karena pertamakali membuat perjanjian kerjasama  tidak begitu 
memahami isi klausula serta maksud dan tujuan dari isi perjanjian tersebut. 
Dalam mengantisipasi di era modern sekarang ini. 
Berdasarkan perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak, 
yang di mana  pihak pertama disini memiliki hak mengembagkan usaha 
pihak kedua dengan cara menyediakan barang pecah belah sebaik mungkin 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf b ayat (2). Berdasarkan 
penelitian penulis setelah melakukan wawancara terhadap pihak toko 
Harapan Sentosa bahwa alasan pihak Toko Harapan Sentosa 
mengembangkan usaha bisnis pihak kedua karena, sesuai dengan keterangan 
yang disampaikan pihak Toko Marsudin Sagala bahwa  barang pecah belah 
masih banyak yang membutuhkan di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten 
Mukomuko. Dengan dasar inilah alasan utama pihak Toko Harapan Sentosa 
berkewajiban mengembangkan usaha pihak Toko Marsudin Sagala dengan 
cara menyediakan barang pecah belah sebaik mungkin, sebagaimana dalam  
Pasal 6 Huruf b Ayat (2). 
Isi perjanjian tersebut diatas Pasal 6 Huruf b Ayat (2) yang berbunyi  
pihak pertama berkewajiban  mengembangkan usaha pihak kedua dengan 
cara menyediakan barang pecah belah sebaik mungkin. Yang dimmana  
  
 
bunyi Pasal tersebut seharusnya   dicantumkan secara detail dan kongrit 
dalam bentuk apa pihak Toko Harapan Sentosa mengembangkan usaha 
Toko pihak Marsudin Sagala serta  berapa lama waktu yang ditentukan 
dalam mengembangkan usaha tersebut sesuai dengan perjanjian kedua belah 
pihak. Sebaiknya dalam perjanjian yang dibuat kedua belah pihak Pasal 6 
Huruf b Ayat (2) berbunyi: pihak pertama mengembangkan usaha pihak 
kedua dengan cara menyediakan barang pecah  sebaik mungkin, hal  ini  
dapat diubah menjadi pihak pertama mengembangkan usaha pihak kedua 
dengan cara : 
1. Menyediakan barang pecah belah sebanyak mungkin 
2. Pihak pertama menyediakan barang pecah belah selama  20 tahun. 
Sebaiknya yang perlu ditambah adalah “jangka waktu dalam   
penyediaan barang pecah belah tersebut  ditentukan berapa lama hingga 
berakhir”. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitidari pihak 
Toko Marsudin Sagala. Yang menyatakan bahwa, pihak tersebut merasa 
sangat terbantu dengan diadakanya perjanjian kerjasama tersebutdan 
kerjasama ini dilakukan dengan asas kejujuran dan itikadbaik oleh kedua 
belah pihak.
59
 Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam melakukan 
perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab 
Undang-Undang Hukum  Perdata. Hal ini telah dibenarkan oleh pihak toko 
Harapan Sentosa dan pihak toko Marsudin Sagala.  
                                                          
59
 Berdasarkan wawancara dengan Marsudin Sagala, Pengusaha Bisnis Barang Pecah 
Belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, tanggal 1 Mei 2014 
  
 
Perjanjian kerjasama yang dibuat kedua belah pihak ini tidak memiliki  
jangka waktu, seharusnya dalam  membuat suatu perjanjian dalam bentuk 
apapun dicantumkan jangka waktu. Agar  adanya kejelasan dan kepastian  
hukum, karena apabila tidak dicantumkan jangka waktu tersebut, sehingga  
perjanjian tersebut kurang baik sebagaimana mestinya. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak Toko Harapan  Sentosa 
merupakan suatu bentuk kepedulian yang baik dalam  mengembangkan 
usaha pihak Toko Marsudin Sagala. Termasuk dalam hal ini penyediaan 
barang pecah belah sebaik mungkin.yang di mana dalam perjanjian yang 
dibuat secara tertulis  isinya belum memuat suatu perjanjian yang lebih baik. 
Sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian kedua belah pihak yang terdapat 
pada Pasal 6 bagian b ayat (2),  termasuk juga jangka waktu pelaksanaan 
perjanjian ini harus dituliskan dalam surat perjanjian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
